
iv 

 

ABSTRAKSI 

 

Nama : Garry Armando Reagen T.T. 

NPM : 0604003268  

Departemen : Akuntansi 

Judul : Analisa Penyusunan Neraca Pemkab di Indonesia Berdasarkan PP Nomor 

24 Tahun 2005 

 

114 hal., x hal., 5lamp. 

  

PP No.24 Tahun 2005 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk 

mengatasi permasalahan selama ini di dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan entitas pemerintahan. Pada dasarnya peraturan ini baru diresmikan pada bulan 

Juni tahun 2005, dengan demikian maka peraturan ini baru dapat diimplementasikan secara 

efektif pada periode laporan keuangan tahun berikutnya, yaitu tahun 2006. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana entitas pemerintahan 

dapat PP No.24 Tahun 2005 secara sempurna. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui 

bagaimana implementasi peraturan tersebut secara lebih detail, maka penulis melakukan 

penelitian terhadap salah satu entitas pemerintahan, yaitu Pemkab Merauke, yang 

merupakan daerah yang berada di ujung timur wilayah Republik Indonesia.  

Pada dasarnya di dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap 

salah satu komponen laporan keuangan saja, yaitu neraca. Di dalam melakukan penelitian 

penulis membagi basis penelitian berdasarkan persamaan akuntansi pemerintahan, yaitu 

aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya dari setiap bagian persamaan tersebut 

penulis menganalisa setiap akun yang berada di dalamnya untuk kemudian dibandingkan 

antara pelaksanaan prakteknya dengan standar peraturan yang berlaku, yaitu PP No.24 

Tahun 2005. 
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Dari hasil analisa di dapatkan kesimpulan bahwa setiap akun-akun yang berada pada 

masing-masing persamaan masih banyak mengalami kekurangan di dalam 

pengimplementasiannya. Berdasarkan hasil analisa penulis disimpulkan bahwa 

ketidaksempurnaan di dalam pengimplementasiannya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 

kesalahan yang memang dilakukan oleh Pemkab Merauke itu sendiri, adanya tumpang 

tindih peraturan, dan yang terakhir disebabkan karena peraturan yang dianut di dalam 

pengelolaan keuangan, dalam hal ini PP No.24 Tahun 2005 tidak dapat mengakomodir 

permasalahan yang terdapat di daerah tersebut. 
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